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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini, isu mengenai gender dan hak terhadap laki-laki maupun perempuan 

menarik perhatian dunia. Masyarakat sudah lama mengetahui bahwa hampir di 

berbagai negara pernah mengalami dikriminasi dan ketidakadilan gender. Kata Gender 

yang dalam beberapa tahun belakangan ini telah menjadi pembahasan di setiap diskusi 

seputar perubahan sosial dan pembangunan di dunia, demikian juga di Indonesia 

hampir semua uraian tentang program baik dalam pengembangan masyarakat maupun 

pembangunan dikalangan organisasi pemerintah memperbincangkan masalah 

kesetaraan gender. 

Stoller (1968) merupakan ilmuwan sosial yang pertama kali memperkenalkan 

kata “gender” sebagai pemisah karakteristik, peran, dan pemikiran antara laki-laki dan 

perempuan yang didasarkan pada sosial budaya dengan pengertian yang lahir dari ciri-

ciri biologis (Hasanah & Musyafak, 2018). Menurut World Health Organization 

(WHO), gender ialah sifat, perilaku dan sikap yang dimiliki perempuan dan laki-laki 

seperti norma, peran, hubungan antara kelompok perempuan dan pria, yang 

dikonstruksi secara sosial. Istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi 

dimensi. Istilah seks atau jenis kelamin mengacu pada dimensi biologis seorang laki-

laki dan perempuan, berbeda dengan gender yang mengacu pada dimensi sosial-

budaya seorang laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara jenis kelamin dengan 

gender ialah jenis kelamin lebih mengarah kepada fisik laki-laki dan perempuan  
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sedangkan gender berarti karakter atau kepribadian seseorang baik pada laki-laki atau 

perempuan (Santrock., 2003; dalam Jasruddin & Quraisy., 2017) 

Disparitas antara peran laki-laki dan perempuan di masyarakat yaitu peran 

publik dan pribadi. Laki-laki identik dalam kegiatan publik memegang peranan 

dominan, yaitu aktivitas yang dikerjakan di luar rumah dan bermaksud mendapatkan 

penghasilan. Berbeda dengan peran private perempuan, yaitu aksi yang dilakukan di 

dalam rumah seperti fokus pada urusan rumah tangga dan tidak diharuskan untuk 

mencari pendapatan. Peranan tersebut mendeskripsikan adanya perbedaan peran 

gender dalam masyarakat selama ini. Umumnya perempuan berperan dalam ranah 

domestik saja dibandingkan ke ranah publik. Perempuan tidak terlepas dengan 

berbagai urusan rumah tangga karena sejatinya hal demikian merupakan kodrat 

perempuan. Kemudian untuk segala urusan mengenai mencari penghasilan atau 

menghidupi keluarga menjadi kewajiban laki-laki. 

Pembangunan berkelanjutan atau yang sering disebut dengan istilah Sustainable 

Development Goals (SDGs) merupakan aksi untuk mewujudkan pembangunan pada 

tiga dimensi, yakni economic, social, and environment secara menyeluruh yang 

direalisasikan dalam bentuk rancangan kegiatan untuk manusia, bumi, kemakmuran, 

dan perdamaian dunia. Tujuan dan target SDGs bersifat komprehensif atau dapat 

diterapkan secara universal, dengan mempertimbangkan realitas nasional yang 

peraturan dan tingkat pembangunannya tidak selalu sama. Keterlibatan negara dalam 

menyusun dan melaksanakan skema yang menyeluruh antara pembangunan ekonomi, 

keberlanjutan lingkungan, dan inklusi sosial dengan tetap mendahulukan karakter dan 

prioritas setiap wilayah. SDGs memiliki tujuan yang berjumlah 17 dengan 169 sasaran 

serta berlaku dari tahun 2016 hingga 2030 mendatang  (Luckyto, M. dkk., 2021). 
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Gambar 1. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs 

 
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan tujuan 

kelima pada pilar sosial Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu kesetaraan 

gender, dikenal dengan suatu keadaan yang menggambarkan bahwa adanya 

kesempatan yang setara, sama atau seimbang tanpa memandang gender, termasuk 

berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya serta pemerintahan. United 

States Agency for International Development atau USAID menyebutkan bahwa 

Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, socially 

valued goods, opportunities, resources and the benefits from development results 

(kesetaraan gender memberi kesempatan kepada perempuan maupun laki-laki untuk 

secara setara menikmati hak-haknya sebagai manusia, kebutuhan yang bernilai sosial, 

peluang, sumberdaya dan menikmati keuntungan dari hasil pembangunan).  

Pada tahun 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women (CEDAW) yang merupakan Hak Asasi Manusia Internasional 

kemudian diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diratifikasi oleh 

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. 

Dengan demikian, Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menghapus segala 
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bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menerapkan prinsip kesetaraan antara 

laki-laki dan perempuan dalam hukum dan kehidupan sehari-hari. Indonesia telah 

mengupayakan berbagai hal untuk memproteksi Hak Asasi Manusia perempuan 

dengan mengaplikasikan CEDAW (Puspandari, R. Y. dkk.;  Chotim, E., 2020). 

Usaha meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia seutuhnya tanpa 

membedakan kepercayaan, gender, suku, adat istiadat dan jenis kelamin merupakan 

hakekat pembangunan suatu bangsa. Hal ini diatur dalam butir kelima Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan 

memiliki hak yang sama untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan dan 

menikmati hasil pembangunan, termasuk pembangunan aparatur pemerintahan di 

Indonesia. Pada UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) disebutkan bahwa “Segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian pasal 28D (3) 

yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 

dalam pemerintahan”.  

Perhatian publik kembali tersorot ketika Presiden Indonesia keempat yaitu 

Bapak Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 

tentang Pengarusutamaan Gender dalam seluruh kebijakan negara. Pengarusutamaan 

Gender merupakan cara untuk mencapai keadilan gender yang meliputi kesempatan, 

kontribusi seimbang dan terlibat dalam pengambilan keputusan serta manfaat 

pembangunan dan kesejahteraan yang selaras antara laki-laki dan perempuan serta 

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bahwa 

dalampromosi  jabatan tidak adanya diskriminasi gender, ras, agama dan budaya baik 

dalam proses hingga saat PNS mengemban jabatan. 
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Pemerintah daerah menurunkannya dalam bentuk kebijakan, seperti di Provinsi 

Sumatera Selatan terdapat Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 

2020 tentang  Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2020-2023, rancangan tindakan ini bertujuan untuk memaksimalkan 

pengarusutamaan gender dalam jabatan, peran, dan mutu perempuan serta sebagai 

warga negara dapat merasakan kedaulatan di bidang sosial, economic, politic, 

government dan konstitusi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Berkaca 

pada permasalahan yang dihadapi perempuan yang rentan terhadap ketidakadilan 

gender, pengarusutamaan gender ini perlu ditingkatkan dan diterapkan di setiap aspek 

pengembangan, mengingat dampak perubahan lingkungan dan dunia kerja yang 

semakin terasa.  

Pemahaman tentang hak selalu berhubungan dengan suatu keharusan yang 

wajib. Rakyat sebagai individu pemilik hak yang sama secara hukum, demikian 

dengan negara beserta jajaran birokrasi pemerintahan, masyarakat, termasuk 

organisasi masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan serta kontekstualisasi gender, 

budaya dan kelompok sosial lain merupakan penanggung jawab kewajiban. Setiap 

individu merupakan warga negara dan warga masyarakat serta anggota kelompok 

sosial lain. Pemilik hak sekaligus sebagai pemangku kewajiban yang disebut asas 

resiprositas atau saling memberi dan menerima.  

Konsistensi pemerintah Indonesia dalam menjamin hak-hak rakyat baik terhadap 

perempuan dan laki-laki masih perlu dibuktikan lebih jauh. Secara de jure Indonesia 

memang telah mencapai berbagai peningkatan, namun secara de facto pemerintah 

tetap masih harus membenahi banyak pekerjaan rumah dalam segala peraturan dan 

kebijakan baik tertulis maupun tidak tertulis secara komprehensif. Negara hendaknya 
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melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmennya, termasuk merespon positif 

terkait komentar-komentar dan rekomendasi atas pelaporan implementasi peraturan 

dan kebijakan berbasis gender yang dilakukan oleh negara dan pelaksanaan peraturan-

peraturan yang telah berlaku di setiap daerah di Indonesia secara konsisten.  

Berbagai jaminan berupa peraturan perundang-undangan Hak Asasi Manusia 

dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ratifikasi 

Konvensi Internasional hingga instruksi presiden terdahulu telah digaungkan. Namun, 

fakta memperlihatkan bahwa “perempuan, sebagai human being (manusia) berhak 

mendapatkan perlakuan yang sama (selaras) dengan laki-laki dalam berbagai aspek 

kehidupan” belum tercapai secara nyata sebagaimana yang Indonesia harapkan. Hal 

tersebut tergambar dalam kenyataan berikut, antara lain, masih tingginya tindak pidana 

perdagangan perempuan, profesionalitas kerja belum optimal, meningkatnya tindak 

kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di ranah publik dan private, 

membesarnya feminisasi dalam kemiskinan dan sebagainya, yang tidak mendukung 

pemenuhan hak-hak perempuan. 

Pada tingkat Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara, terkhusus bagi 

pegawai perempuan, membangun gender equality di lingkungan kerja merupakan hal 

yang sangat penting. Kesetaraan gender menjadi suatu permasalahan yang sangat 

mempengaruhi promosi jabatan terutama dalam organisasi publik. Upaya yang dapat 

dilakukan agar tidak terjadinya kesenjangan jabatan antara pegawai perempuan dan 

laki-laki salah satunya yaitu dengan melakukan promosi jabatan dalam memperoleh 

partisipasi, akses, kesempatan dan manfaat yang sama. Menurut Hasibuan (2013) 

dalam Zainudin (2020), promosi ialah seorang pegawai yang melakukan perubahan 

dengan cara memperbesar otoritas dan responsibility pada pangkat yang lebih tinggi 
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dalam suatu lembaga sehingga menimbulkan tugas, hak, kedudukan, dan pendapatan 

yang semakin tinggi.  Sedangkan,  Siagian (2009) yang berpendapat bahwa promosi 

jabatan adalah individu yang meningkatkan jabatannya dalam suatu pekerjaan ke 

tingkatan yang lebih tinggi dengan rasa tanggungjawab dan imbalan yang lebih besar 

pula (Parawu dkk., 2022). 

Promosi jabatan dipandang sebagai apresiasi atas tercapainya keberhasilan 

pegawai yang dibuktikan dengan adanya kinerja yang baik. Hal tersebut yang 

membuat setiap pegawai memiliki keinginan agar dapat memperoleh kesempatan 

untuk mendapatkan promosi sekaligus penghargaan atas keunggulan kinerjanya 

sehingga pegawai berhak menempati posisi jabatan yang lebih tinggi. Peraturan 

Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pola Karier, Mutasi, 

Promosi, dan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pasal 22 ayat (3) menegaskan bahwa promosi 

pegawai diselenggarakan berdasarkan perbandingan objektif secara kompetensi, 

kualifikasi, syarat jabatan, penilaian prestasi kinerja, kepemimpinan, kerja sama, 

kreativitas tanpa membedakan jender, suku, agama, ras dan golongan. Promosi ASN 

sebagai upaya mengembangkan sumber daya manusia dalam lingkungan 

pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan tidak membedakan gender. 

Kesetaraan pada laki-laki dan perempuan terjadi apabila salah satu pihak tidak 

mengalami ketidakadilan yang dapat merugikan. Ketidakadilan yang dimaksud  ialah 

jika salah satu gender lebih unggul dari segi status, jabatan, pangkat maupun 

kedudukannya serta karena adanya kepercayaan yang telah tertanam dalam pemikiran 

sosial masyarakat mengenai subordinasi, stereotype, violence, peminggiran, dan 

double burden (Meo, E. N.,  & Boro, V. I. A., 2021). Bias gender umumnya dapat 
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terjadi pada laki-laki maupun perempuan, akan tetapi di Indonesia rata-rata perempuan 

lebih rentan terhadap diskriminasi dan ketidakadilan gender. Ketimpangan gender 

dapat merugikan perempuan dan masyarakat secara menyeluruh. Seorang perempuan 

jika tidak dapat sejajar dengan laki-laki dan diposisikan tertinggal, maka hubungan 

antara keduanya akan tumpang tindih. Hal ini mengakibatkan terjadinya 

ketidakharmonisan dan keserasian dalam kehidupan bersama baik dalam lingkup 

masyarakat secara umum maupun dalam lingkungan keluarga. 

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan atau singkatnya ITDAPROV 

Sumatera selatan merupakan suatu instansi pemerintah yang bertugas mengawasi 

urusan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan yang dikepalai oleh Inspektur. 

Berdasarkan wawancara sederhana, masih ditemukannya bias gender berupa stereotip 

atau pandangan yang negatif dalam pelaksanaan promosi jabatan di ITDAPROV 

Sumatera Selatan, dimana pegawai perempuan dianggap kurang mampu untuk 

menjabat sebagai pemimpin atau jabatan struktural, karena adanya persepsi bahwa 

perempuan bekerja dan memimpin dengan terlalu melibatkan perasaan atau lebih 

emosional, tidak dapat berpikir logis dan lebih mungkin dianggap enteng atau remeh 

oleh para bawahannya. Sedangkan, ketika pegawai laki-laki memberikan arahan atau 

tugas kepada yang lain, mereka sering dipandang rasional, kompeten dan tegas pada 

pekerjaannya. Akan tetapi, seringkali ketika perempuan yang memimpin, mereka 

cenderung tidak disukai dan dijuluki kasar dan suka mengatur (bossy). Berbagai 

kualifikasi dalam promosi jabatan bahkan sering dinomor duakan karena masalah 

stereotip tersebut. 

Instansi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Nomor 14 Tahun 2016 ini memiliki  struktur organisasi yang terdiri dari Inspektur 
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Daerah, Sekretaris, 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah, 1 (satu) Inspektur 

Pembantu Khusus, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan 

Fungsional. Pegawai yang saat ini bertugas di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan berjumlah 100 orang Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri atas 54 orang berjenis 

kelamin Laki-laki dan pegawai perempuan yang berjumlah 46 orang. Tabel berikut ini 

yang mendeskripsikan jumlah pegawai lengkap dengan pendidikan dan jabatan pada 

periode terkini.  

Tabel 1. Susunan Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

berdasarkan jenjang pendidikan 

No Alokasi 
Jumlah 

(PNS) 

Jabatan 

Struktural/ 

Fungsional 

Jenis 

Kelamin 
Jenjang Pendidikan 

L P 
SLTA D3 S1 S2 S3 

L P L P L P L P L P 

1.  
Struktural 10 10 Struktural 7 3 - - - - 1 - 6 3 - - 

2.  Tenaga 

Administratif 
17 17 Pelaksana 12 5 4 - - 1 4 3 2 1 2 - 

3.  
Tenaga Teknis 73 73 Fungsional 34 39 - - - - 19 17 15 22 - - 

Jumlah 100  100 orang 54 46 4 1 44 49 2 

Sumber: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Pada tabel 1 dapat diperlihatkan bahwa jenjang pendidikan PNS perempuan di 

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menempuh Strata 2 berjumlah 26 

orang dari jumlah keseluruhan 49 orang. Besarnya jumlah ASN perempuan dengan 

pendidikan S2 yang lebih banyak, diharapkan kinerja PNS harus lebih optimal dari 

pengalaman kerja, prestasi yang dicapai, profesionalitas dan disiplin saat bekerja yang 

akan membuka kesempatan yang cukup besar untuk dapat dipromosikan pada jabatan 

tertentu sesuai dengan kemampuan. Akan tetapi, jumlah pegawai laki-laki di instansi 

masih lebih dominan yaitu 54 orang berbeda dengan jumlah pegawai perempuan 46 

pegawai. Terdapat kesenjangan pada jumlah pegawai laki-laki yang menjadi pejabat 

struktural lebih banyak yaitu 7 pegawai dibanding dengan jumlah pegawai perempuan 
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yang hanya berjumlah 3 orang dari total keseluruhan 10 pejabat struktural. Hal tersebut 

juga memperlihatkan bahwa faktanya partisipasi perempuan dalam promosi jabatan di 

ITDAPROV Sumatera Selatan masih belum optimal padahal akses untuk 

berkontribusi dalam jabatan tinggi lainnya sudah terbuka lebar. 

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) menjelaskan mengenai jabatan struktural ialah status yang 

menandakan komitmen, kewajiban dan otoritas PNS yang berkaitan dengan 

memimpin suatu organisasi publik. Jabatan struktural memiliki tingkatan yang disebut 

dengan Eselon. Adapun tingkat tertinggi eselon berupa (Eselon I/a) sedangkan tingkat 

terendah dalam eselon yaitu (Eselon V/b). Jabatan struktural adalah jabatan organisasi 

yang berada pada lingkup instansi pemerintahan pusat dan daerah. Hal ini dapat 

memicu partisipasi dan kinerja pegawai dengan berupaya untuk mendapatkan promosi 

jabatan (Saraswati, 2016). 

Kondisi kesetaraan dan keadilan gender memerlukan upaya yang lebih besar 

untuk dapat menangani segala ketimpangan yang ada. Penelitian ini akan dianalisis 

dengan aspek-aspek berikut yakni prestasi kerja, senioritas, kompetensi dan kualifikasi 

(Luckyto, M. dkk., 2021). Terkhusus bagi Aparatur Sipil Negara edukasi dan peran 

pegawai mengenai pentingnya kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan 

pemerintahan terutama dalam promosi jabatan, sehingga berbagai ketidakseimbangan 

yang terjadi sebagai akibat dari masalah struktural dan nilai-nilai sosial budaya yang 

telah lama ada dan berkembang dapat segera ditindaklanjuti, terlebih pada Aparatur 

Sipil Negara sebagai bagian integral dari upaya untuk melakukan keselarasan gender. 

Beberapa penelitian terdahulu yang juga meneliti hal serupa yakni penelitian 

yang dilakukan Luckyto, M. dkk. (2021) yang menggunakan empat dimensi promosi 
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jabatan; Fammy R dkk. (2019) menganalisis dengan teori sociopsychological yang 

dikemukakan oleh Newman; Meo, E. N.,  & Boro, V. I. A. (2021) memacu pada 

Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang ASN; Rindani (2022) yang menggunakan 

metode kuantitatif dengan dua variabel penelitian. Keempat penelitian tersebut 

membahas tentang promosi jabatan namun dengan lokus yang berbeda. Selain itu 

terdapat penelitian Mahmudah (2019) dengan teori co-cultural menurut Orbe; Chotim 

(2020) membahas terkait aktualisasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 

Dausu (2020) dengan bahasan tentang partisipasi gender dalam suatu program 

pemerintah; Susanty (2020) mengaitkan tujuan SDGS tentang keserasian gender; 

Puspandari, R. Y. dkk. (2020) menggunakan hukum perdata dan hukum islam 

mengenai gender equality; Astuti, D. (2021) dengan teori analisis wacana kritis 

menurut Haryatmoko dengan fokus penelitian upaya kesetaraan gender. 

A. Terdapat beberapa perbedaan terkait penelitian yang akan dilakukan 

dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan konstitusi, pendapat narasumber, 

kebijakan, hingga hukum yang berlaku untuk menjawab masalah penelitian. Peneliti 

juga menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitian, namun terdapat satu 

penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Beberapa penelitian terdahulu juga 

menggunakan teori dan lokasi penelitian yang berbeda, akan tetapi memiliki fokus 

yang sama yakni kesetaraan gender. Perwakilan perempuan sebagai upaya keadilan 

gender dalam sebuah jabatan struktural pemerintah sangat dibutuhkan, agar berbagai 

hal yang berhubungan dengan perkara perempuan bisa terwakilkan dan dibahas 

dengan seksama demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Peneliti akan membahas 

tentang kesetaraan gender yang terjadi dalam promosi jabatan pada lokus penelitian 

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan uraian latar belakang, 
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peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Promosi Jabatan Berbasis Kesetaraan 

Gender Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah yang perlu dikaji pada penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Promosi 

Jabatan Berbasis Kesetaraan Gender Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui praktik promosi jabatan berbasis kesetaraan gender pada 

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun 

praktis agar nantinya dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara 

lain: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu 

adiministrasi publik khususnya kajian  kesetaraan gender dalam manajemen publik. 

1.4.2.  Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti. 

Mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai praktik promosi jabatan 

berbasis kesetaraan gender pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Bagi Pemerintah. 
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Sebagai bahan masukan dan sumber informasi bagi Pemerintah dan Inspektorat 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan bahwa pentingnya keadilan dan kesetaraan gender 

baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat. 
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